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PENDAHULL AN

A LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah kita kewatun sepk lama mengenal pentingnya papk bag

o

pendukimg  keuangmn  negwra.  Berbagal wpma  melalw  regulas g

dik¢luarkan oleh me-..rmnh eTys n dan habkan regulas: ditwdang
pepk dapat dikatakan ol -

surat pmksb1
006 KMK

FRSTIRT) TR L UM!EQULQ
ru*-lleyiﬁneut.ﬂmlg. /
] s ;

it e Bangienan

Penagihan Paj L) Nomor 19 1ahun

1997 Tentang Venagihan Pajpk dcn;n Sural Paksa sebagaimana iwiah diahah
dengan Ul Mo, 19 Talun 2000, vang menppantikan LU No 19 Tahun 1959
Pengeloioan Papk Bumi don Banpuni haik danl Jajaratn Direkuorat
lendral Pajak maupun care jajaean pemermah dacrah, sangal mendambakan
teraplanya suaw sistem pemungidan dan pernbayaran Pziak Bumi dan

Bangunan sang sasaksinal mungkin daypan ketenuan  sisiemitis. mudah



dalam cara dan admimsirasinya. sederhana dalam cara sekaligus dapat
dilakukan pengawasan dengan efekiif dm efisien. |

Berdasarkan sistern  self asessmemt kita ketahui, bahwa pada
dasarnya wajb papk diben kesempatan unwk menghitung papk

terhuiangnya sendini tarpa barus menunggu adanya penagihan’ Tap pada

kenyataannya dewasa il mash banyak dijumpai Wajib Papk yang kurang

~  Penanggung papk ftidak melunasi wang papk sampai dengan Jatuh
1=mpo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Tepuran atau

Surat Peringatan atan sural Jan yang sejenis.

" Tom Penyusun Drgjen Papk dap Yayasan Bina Pembangunan 1992, Bubw Panduan Pk
St dan Bangusan, Hd 2

* Wrawan B Hyas dan Richasd Buron — Hudee Paak, Penerbit Salemba Empar Jakara
2000 hal 34

' Chaizj Nasucha, Cepi D Sutman. Sen H dan M idsan Al - Sofum Perpgmkan
Tariemgkap, Penerbil majlah 8emin Papk dengan Kalan Sarana Ekonomu Indonesiz 1999,
Hal. 929



- Terhadap penangpung pajk teizh dilaksanakan penagihan pajak seketika
dan sekaligus; atau
= Penanggung papk ndak memenuhi ketentuan dalam Keputusan
Persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.”
Penulis akan membahas tentang peranan pelaksanaan Penagihan
Pafak dengan Sura Paksa seperi yang diatr dalam UU PENAGIHAN

PAJAK DENGAN SURAT PAKSA No. 19/1997 4 Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan E-ant,unan /f\\

Ipuu Proses atau tata cara dan

HN[EE;&L& AT PAKSA DALAM

A -~
I p"hﬁ'guuh!i- Eﬂ LE&»&L*‘:EPL? WA KPPBB  KOTA

SEMARANG”

B, PERUMUSAN MASALAR

Agar penuhsan skripsi Ini dapat teratali pada sasaran serta menjga
agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya maka zkan dirumuskan

masalafi-masalah yang naminya akan dijadikan pedoman dalam penelitian

'H. Mosljo Hadi, Dasar- dasar Peragihon Pajak Dengan Swar Poke Olehjury Swa Paph
Puse dm Daerah. Penetbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1598, hal %



untuk memperoleh data yang diperlukan. adapun perumusan masalah tersebul

sebagat berikut

| Bagamana proses amaw tata cera pelaksanaon Penagthan Pajak Bumi dan
Bangunan dengan Sueal Paksa di laksanakan

2 Bagamanz Peranan Swrat Paksa dalam meningkatkan Penerinaan Pajak

Burm dan Bapgunan Kota Semarang?

1. Untuk ) Ara- : ; Surat  Paksa
2 Unwk nid L JeRe e glam menmgkatkan

3. Unwk | hanbaRd-hambaldiod oWy  dlhadapr  dalam

e
melaksanakan penagihan pajak nrefalur Sural Paksa

Dy KEGLINAANDPINELTFIAN
Adapun keginaan penehizn i adalah,
I, Untuk mengembangkan dava penalaran penulls dalam hal menumbuhkan

kesadarap akan pentingma pajk dalam meningkatkan pendapatan negara

khususnya <& kota Scmar ang



2 Unwk memberikan sumbangan pemikiran dalam [mu Hukum khusisnya

d bidang hukum perpajakan

k. METODE PENELITIAN
Dalem penyusunan skripst i dipergunakan  suaw metodolog]

penelitan, adapun tnaksud dan wjuan suaty metode penelitian ini adalzh

UNISSJLA // pendekatan  yuridis

an-peraturan,  meneliti
paps—Geligan surm paksa 4 Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Koia Semarang.
2. Spesitikasi penelitian
Penelitan 1nd bersifat Deskriptf Analits yatu secara khusus berupaya

menggambarkan penagihan papk melalui syrar pksa & daerah kota

* Soemhman Winame, Dasar-dasar dan Teknk Research, Libert Bandung 1975, hat 185
* Rermy Hamiijo Socimro, Metodologt Peneltiian Hukum dan Jursmetrs, Jakana Ghalia
Indonzsia 1990, hd 59



Semarang secara jelas, maka dam adalah fakor pendukung suksesnya
penelitian: Kemudian data tersebut akan dianalisa dan disimpulkan,

3 Teknik pengumpulan daa
Untwk  mendapatkan data yang kusntitatif maupun kualiatf, meka

penelitian i menggunakan pengumpulan data primer dan  sekunder,

yaitu:

& D[hata Primer

|1

is melakukan waweancara, vaiu

. Ehgan Kantor Pelayanan Pajak

jang ditunjuk  umuk

W
UNISSULA
4 Metwde PaAiia M.-g”léaﬂbwh

memberikan arti apa-apa bagf

niuan penelitian, akan dicldr dan diteliti secarq teratur sedemikian rupa,

sehingga memungkinkan unwk dianalisa den data yang disajikan dalam

Bentuk uralan,

3. Teknik Analisis Data

Analists data yang dipunakan adalah analisis data kualitatif, yaity

dgia yapg diperoleh darf penelitian keputusan, dokumen-dokumen atau

@3ip yang didapat daji penelitian 4 lapangan, Data tersebut selanmitnya



Jiklasifikaskan  berdasarkan  karakiersuk data,  dianalisa  kemudian

disusun dalam bentuk skripsi,

I SISTEMATIKA PENTULIS AN

Adapun sistematika pembahasan dan penulisan i adalah sebagai berikut:

BaB}  PENDAHULL AN

Dalan bab n divraikan amara iain  alasen  pemilih judul,

\II UNIS§ULA 4/ Pajpk DBumi dan
byl gs0lo loluinala

— - ﬁ = -
h m ARG IR IIRY § CF R LA L Sl e

¢ Pengertian swral paksa
. Penagihan Pajpk dengan Surai Paksa (PPSP;
2. Tindakan penagihan pajk
BAE Il HASH. PENELITIAN DaN PEMBAHASAMS
Dalay bab 1 disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan
yang menghubungkan fika dan data yang diperoleh langsung dani

hasil penelitian. avtara lain sebagai berikut,



A Strukiur dan kinerja KPPBR Semarang
'L Wilayah Kerja KPPBB Semarang
2 Tunggakan pada KI'PBB Semarang
3 Realisaa penerimaan
4. Jumiah Surat Paksa vang diterbitkan
3. Peramwwan yang melandas: penerbitan Surat Paksa

B Proses atau tata cara pelaksanaan penagihan papk dengan Surat

UNISSULA
atllall g0l telurnela




BaB [I

TINJAUAN PUST AKA

A, Pengertian Pujak din Asas Pembenaran Pemungutun Pajak
Secara  umuint  yang  dimaksud  dengan paak pungutan  vyang
dilaksanakan oleh pemeriniah terhadap seseorang tanpa adanya konlrapiestasi
séedrn langsung. Beberapa abti dibidang  perpajakan telah  memberikan
pengatian yang berheda-b
Rachmad Soemitro ,...;-":‘:' fiakan wran rakyat kepada kag

' amw ".&@ emr partikelir ke sekior

el {dapat dipaksakan)
" f‘ x bat  ballk yany
t‘}? '*i‘ ; ‘f" pluk membiayai

O

may  hasrus “ h I E g \“ i_ ﬂ ni pemerintah  dapat

memaksa wa)lb r'?‘J-‘!ﬂ“f*’r 1 ‘f_,n hlmi..-l#i Jlér!f‘h dengan menggunakan
Sural Paksa dan 5 ang dilakukan oleh wajb
Pajoak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, Kurungan
maupthl peniara,

Sedang “anpa jasa vmbal yang dapa ditunjuk’ mengandung art,

bahwar setinp waiih pajek yang membayar uran/ paink kepsda nesin sk

akan dapal memperoleh balas jasa yang tangsung dapat ditunjukkan. Tetap

"Rochmat Sosmlire 1992, dzor dar Dhasr Perpo ke L PT Ereeco Bandung hal |

9
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yang langsung dapat ditunjukkan Tetapi sebenarnya, mbalan Yang secara
lidek langsung diperokeh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerinizh
yang ditujukan kepada seluruh anggola masyarakar (bak yang membayar
pajak maupun vang tidak wagb) melalut pettyelenggaraan secara irirasi, jalan,
Jembatan, sekolah, kese jahlernan, keamanan dan sebagainya,®

Prof. Dr. B L A Atdriani mendefinisikan pajk sebagal iuran kepada negara
(yag dapat dipaksakan) yang ferhutang oleh yang wajib
membayarnya  paenurut peralran-peraturan, dengan tidak
8lasi  kembali, yang langsung  dapa

gnalya  adalah  unk  membiayaf
iin:um berhubung  dengan tugas

aka btemnerintahan.
:?\a ang Penapihan

atas  dapat  dinmbi

a. Tidak meldapat balas jasa yang ditunjuk secara langsung
b. Dapal dipaksakan karena adanya UU
Darj sbad ke abad sewclah fimbul pettaltyaan dalam hati sanubari

orang-orang yang berpikir panjang tentang mengapa pemungutan paja dalam

" Awp Adya paraia drc_n Zul Afal Ardian, Perpagekonr S § OV, Armico Bandung 1989,
=l 4
Op Cithals
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masyarakal dibenatkan? Olel; karena semenjak abad ke-18 timbu] berbagal
teort tentang hukum pa Jak yang meliputi {1990:29-313
a2 Teori asurang;

Pajak ditbaratkan seperti membayar premi asurans yang harus dibayar

wleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas haknva dari

pernerinizh

b, Teor daya pikul

R\ @
- \ UNISSULA

&
0\ nertydiakan * ! @ﬂbﬂﬁbﬁm-b suatn kesatan  yang

Teon
didalamnya SEiap-Wargs Poars

f. Teori pembenaran pajak menuru pancasila
Pajak adajal salah satuy bentuk gotong royong yang tidak perhs dinyaiakan,
mejainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perly
dikembangkan lebih lan it

Pemungitan pajpk harus melgabd; kepada keadilan, tetapi yang dinamakan

keadilan 1 tefbemuk pada kenyataan bahwa keadilan i sangat relatif
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Sehingga dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah
mengusahakan supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan
merata. Artinya setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai kemampuan
dan besarnya harta yang dimiliki.

Pada abad ke-18 Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya 4n Inquiry
Inti The Nature and Causes of the Wealth of Nations terkenal dengan nama

Nation, melancarkan ajaran sebagai asas pemungutan pajak dengan nama “the

Four Maxims™ yaitu:

a.  Eguality

Dalam asas i < dipe . atu nogara m gadakan diskriminasi

da]ah mengenai

pajak, de mengenai waktu
UNISSULA
aeellul)| £onltleluinela

¢.  Convenience

Bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para

wajib pajak yaitu sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan
vang bersangkutan.

d. Economics of Collections
Menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-
hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan

pajaknya,
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Pemungutan pajak harus mengabdikan kepada keadilan, tetapi yang
dinamakan keadilan itu terbentuk kepada kenyataan bahwa keadilan itu sangat
relatif. Sehingga dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang dapat ditempuh
adalah mengusahakan Supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara
umum dan merata, artinya setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai

kemampuan dan besarnya harta yang dimiliki,

- Pengertian Pajak Bumi dan &

i ¥ N ndang No. 12 tahun

agian a ere '.. . aaran ari
i oSS R Sl s s

II' L]
uraian di atas d F;:QLL%" @?h 5J£J.u;.{;fm:ﬁ ak Bumi dan Bangunan

(PBB) sebagai vang-dikenakan—terhadap bumi dan / atau
bangunan berdasar Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
tahun 1994,

Yang dimaksud Bumi dalam PBB adalah permukaan bumi (tanah dan
perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang,

kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. Bangunan dalam PBB adalah
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konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah

dan/ atau perairan di wilayah Republik Indonesia.

Contoh : rumah tempat tinggal, gedung bertingkat, kolam renang, jalan tol,
diL.'

Obyek yang dikecualikan adalah objek yang

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang

ibadah, sosial,

kebudayaan nasional yang tidak

eperti masjid, gereja, rumah sakit

Tata Cara\l

\

a. Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi
selambat-lambatnva 6 bulan sejak tanggal diterimanya Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang oleh wajib pajak,

" Chaizi Nasucha, Cepi D, Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali

= Solusi Perpajakan
Terlengkap, op. cit. Hal. 793
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b. Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat ketetapan Pajak oleh
wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa yang
digunakan sebagai dasar untuk menentukan waktu pembayaran pajak

adalah saat diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang atau surat

gan demikian maka wajib pajak
nikian maka wajib pajak dalam

melakukan pembayaran-ditempat dimana waiib pajak merasa lebih mudah
untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Penentuan bank-bank pemerintah sebagai bank persepsi yang menerima
pembayaran pajak kiranya dapat dimengerti, mengingat uang pajak yang

akan dimasukkan ke dalam kas pemerintah. Disamping itu beberapa bank

hal. 49

"' $ri Pudyatmoko, Pajak Bumi dan Bangunan, Universitas Atmajaya Yogyakarta 2001,
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pemerintah menyediakan layanan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan,
schingga memungkinkan untuk memudahkan wajib  pajak untuk
menjangkaunya, Demikian pula dengan kantor pos dan giro, yang
keberadaannya mudah dijangkau masyarakat sampai kepelosok pedesaan.

Disamping itu menteri keuangan masih dapat menunjuk tempat-tempat
lain. Menurut Pasal 11 ayat (6) dari UU tentang Pajak Bumi dan

Bangunan, ditentukan bahwa Tata Cara pembayaran dan penagihan diatur

E oleh subyek pajak

E‘i‘ (/ at Pemberitahuan

" -4 rr) D

gkap dengan disertai

Formulir SPOP disediakan dan dapat diambil gratis di Kantor
Pelayanan PBB atau tempat lain yang ditunjuk.

- Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dalam hal data
grafis pada Peta Desa, Peta Garis dan Peta Foto mengalami banyak

perubahan seperti batas desa/ Kelurahan, batas persil atau bidang objek
PBB.



17

Pendataan objek PBB dilakukan oleh Kantor Pelayanan PBB dengan
menggunakan SPOP

Pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan SPOP dan
dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi
desa/ kelurahan,

Cara Pendataan objek pajak PBB:'?

w
UNISSULA

Dilakukan pada daerah/ wilayah yang sudah memiliki peta
garis/ peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan

PBB hasil pendataan 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap.

'* Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali - Solusi Perpajakan
Terlengkap, op. cit. hal 806
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d.  Pengukuran Bidang Objek Pajak
Dilakukan pada daerah/ wilayah yang hanya memiliki sket
desa/ kelurahan, sehingga belum dapat digunakan untuk menentukan
posisi relatif objek pajak, namun letaknya strategis dan mempunyai
potensi PBB yang pesat
3. Penagihan Pajak Bumi dan bangunan

Dasar Penagihan PBB:

af

b.

o
UNISSULA
";*:.b‘

Setelah 7 hari-sejak-jatuh-tenpa : alarn STP, utang pakan

beserta denda belum dibayar, segera diterbitkan Surat Teguran.
¢ Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak beserta denda dalam

waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, Surat Paksa harus

" Chaizi Nasucha, Cepi D. Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali — Sofusi Perpajakan
Terlengkap, op. cit. hal 807
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segera diterbitkan setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran yang
dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar Rp 25.000,-

d.  Apabila dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat
Paksa utang pajak beserta denda belum juga dilunasi, segera diterbitkan
Surat Perintah Melakukan Penyitaan dengan biaya pelaksanaan sita
sebesar Rp 75.000,- dibebankan kepada Wajib Pajak

¢.  Dalam waktu 10 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak beserta

dengan belum //A\

\ .
‘- Pajak melunasi ttang pajak: Aerta denda dan biaya-
\ SULA :
Hﬁ UNIS

: . IR T A -ty T e o -
biaya lainy rﬁlr'!; | @;-}ﬁ.—_;-c—fh‘u;ﬁ,s_._b maka Surat Perintah

ME!&kukﬂn Efstunsai B it T

- Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya-
biaya lainnya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang

dibatalkan.
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segera diterbitkan setelah 21 hari sejak tanggal Surat Teguran yang
dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar Rp 25.000.-

d.  Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat
Paksa utang pajak beserta denda belum juga dilunasi, segera diterbitkan
Surat Perintah Melakukan Penyitaan dengan biaya pelaksanaan sita
sebesar Rp 75.000.- dibebankan kepada Wajib Pajak

¢.  Dalam waktu 10 hari setelahstindakan penvitaan, utang pajak beserta

dengan belum dilunasizPe Penagihan akan dilanjutkan dengan

- Apabila .- U ﬁ'i E Eg u iﬂ a2 denda dan biaya-

" ]
. B il .
biava lainnvals -!Jf IJ:-’E.'.-n ';t?!‘-‘ﬁl*ﬂf‘::ﬂi?!f?ﬁ aka Surat Perintah

- Apabila Wajib Pajak melunasi utang pajaknya beserta denda dan biaya-
biaya lainnya sebelum pelaksanaan lelang, maka pengumuman lelang

dibatallean.
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C. Pengertian Surat Paksa
Apabila wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak
dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Penagihan
selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak. Surat Paksa/ salinannya
diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada
penanggung Pajak.

Pengertian Surat Paksa telah diatur dalam Pasal 1 sub 10 Undang-Undang

UNISSULA
. S e ) :; : éﬁbmﬁ:ﬂfl‘?‘

- Bunga,

- Biaya,
Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan oleh

Jurusita Pajak pusat dan oleh Jurusita Pajak Daerah.

» Isi dan Karakteristik dari Surat Paksa
Berbicara lebih lanjut tentang Surat Paksa, maka Surat Paksa dapat

ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi isinya dan segi karakteristiknya.
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Dilihat dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut:"*

- Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-Undang
Nomor 14 tahuhn 1970 Pasal 4 disesuaikan bunyinya “Demi Keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

- Nama wajib pajak/ penanggung pajak, keterangan cukup tentang alasan
yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.

- Dikeluarkan/ ditandatangani oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh

. 17 pia’ de Jrosse putusan hakim

NN

@gi pada Hakim

&9
UNISSULA
- m’-l-!-«!.gi 5 i ielusis "ﬂ'

pencegnhan.\

penyanderaan atau

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka
waktu dua kali dua puluh empat jam ( 2 x 24) sesudah tanggal pemberitahuan
Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat

Perintah melaksanakan penyitaan.

" H. Moeljo Hadi - Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Jurn Sita
Pajak Pusat dan Daerah, Penerbit PT. Raya Grafindo Persada Jakarta 1998, hal. 22
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Setelah disita, kendatipun penanggung pajak belum juga melunasi
utang pajaknya, maka lewat empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), pejabat membuat pengumuman
lelang 14 hari setelah pengumuman lelang wajib pajak/ penanggung pajak
tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan
kepada Ka. KLN supaya melaksanakan lelang

I. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Tetapi bila setelah

fqr \\ tidak juga
b

ctelali surdi ic /.ﬂ’ mnggungpajak

UNISSULA

pejabat apb Mléebl smela

a. mu_# nggatkan—indonesia untuk selama-
lamanya dan berniat untuk itu;

b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan

kegiatan perusahaan, atau pekerjaan vang dilakukannya di Indonesia,

ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.

" Chaizi Nasucha, Cepi D, Sutman, Sigit H, dan M. Ichsan Ali - Solusi Perpajakan
Terlengkap, op. cit. hal 929
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¢. Terdapat tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan usahanya
atau berniat untuk itu;
d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
¢. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.
Menurut  Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997

dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila

galmana tercantum

pindaan pembayaran

mempunyai kekuatan eksekutorial serta mempunyai kedudukan hukum
yang sama dengan Surat Paksa yang asli.
Contoh : kecurian, kebanjiran, kebakaran, gempa bumi sehingga Surat

Paksa yang asli rusak, tidak terbaca atau tidak dapat diketemukan lagi.
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Surat Paksa terhadap wajib pajak orang pribadi diberitahukan

kepada'®:

a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain

yang memungkinkan;

penanggung pajak;

Orang dewasa yang bertempat linggal bersama atau bekerja di tempat

Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat yang mengurus harta

B

ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.

2. Tindakan Penagihan Pajak

Pada dasarnya Surat Paksa yang telah diberitahukan/ disampaikan

secara resmi pada wajib pajak/ penanggung pajak tidak dapat ditentang,

dilihat dari segi materialnya,

** Op. cit, hal 929

baik dengan jalan atau sarana hukum apapun,
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Namun dilihat dari segi formalnya, menurut Prof Dr. H. Rachmat

Soemitro, SH, Surat Paksa dapat ditentang apabila'’;

1. Surat Paksa tidak disampaikan/ diberitahukan oleh seorang petugas
jurusita pajak yang telah disumpah

2. Surat Paksa dikirim melalui pos, sekalipun tercatat

3. Surat Paksa tidak ditanda tangani oleh yang berwenang, dalam hal ini

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila wajib pajak/ penanggung

/
/

@gbu Ii“ . aya pemberitahuan Surat
“(dua- u rupiah) untuk setiap

Surat Paksa,
Apabila pajak yang masih dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan

penyerahan Surat Paksa kepada wajib pajak maka akan dilakukan

" H. Moeljo Hadi -~ Dasar-dasar Penagihan Pajak dengan Surar Paksa oleh Juru Sita
Pajak Pusat dan Daerah, op. cit, hal. 34
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penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Juru sita pajak yang telah disumpah
terlebih dahulu dan didampingi oleh 2 orang saksi penduduk Indonesia
yang telah mencapai usia 21 tahun, dikenal oleh juru sita pajak dan dapat
dipercaya. (Undang-Undang No. 19 tahun 1997 Pasal 12(2))

Dan apabila 14 hari sejak penyitaan dilakukan si penanggung pajak
belum juga melunasi utang pajaknya, maka dilakukan lelang,

Penanggung pajak juga dapat melakukan gugatan terhadap

angka waktu 14

jérsebut di atas

UNI SSU LA
el €000 lolusinela




BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Struktur dan Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan PBB

Dalam bab ini akan dibahas tentang tugas dari masing-masing bagian
yang ada dalam KP PBB Semarang. Adapun yang akan dibahas lebih lanjut
adalah tugas dari kepala seksi penagihan yang membawahi korlak penagihan

P

membawahi

UNISSULA an piutang Pajak Bumi
| MM'&&E' sl

L. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana
kerja
- Menerima penugasan dari kepala seksi penagihan
- Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun

rencana kerja dan menyampaikan kepada seksi penagihan.
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- Menyiapkan daftar Surat Paksa yang STPnya belum dilunasi sebaga

bahan untuk menerbitkan SPMP,

- Menerima penugasan dari kepala seksi penagihan

- Mencatat tanggal penyampaian Surat Paksa, jumlah pembayaran
pokok dan denda serta tanggal jatuh tempo ke dalam Dafiar
Pengawasan Tindak Penagihan PBB.

- Menyusun dafiar Surag

2

aksa yang STP nya belum dilunasi,

éﬁ,’*l!gl‘-.‘.;;?:ﬂ.'r!.;;; #pala seksi penagihan,

Perintah Melakukan Penyitaan.

- Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan
- Membuat konsep Surat Pencabutan Perintah melakukan penyitaan
- Menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada kepala seksi

penagihan.
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6. Menyiapkan konsep permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan
- Menerima penugasan dari pimpinan untuk menyiapkan bahan
konsep surat permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan,
- Menyiapkan bahan untuk konsep surat tersebut
- Menyampaikan bahan tersebut kepada kepala penagihan.

* Koordinasi Pelaksana Tata Usaha Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

I Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja

atau penelitian setempat dari pimpinan

= Melakukan penelitian administrasi dan /atau penelitian setempat
dan membuat Berita Acara hasil penelitian

- Menyampaikan Berita Acara hasil penelitian

- Menerima dan meneliti data piutang PBB yang diusulkan

penghapusannya.
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4. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan

pelaksanaan tugas.
Menerima pengarahan dari pimpinan

- Menghimpun bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun

laporan

- Menyampaikan bahan-bahan tersebut kepada Kepala

Adapun bagan yang dimaksid adalah sebagai berikut:

A

UNISSULA
artllall g0l leluinela




BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEP CAK
PELAY ——_
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: _ TANGGA
-"- ]
— e L
" - -~ " . -

1
KEPALA SEKS1

| [
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PERDATAAN AN PEMGOLAHAN DATA , f KEBERATAM DAN
FENILALAN DAN INFORMAS! b PENGURAMGAN
.x g
HORLAK KORLAK HORLAK F | KEPALA SEKS]
B KLASEIKAS PENGOLAHAN DATA | | 1 TIF KEBERATAN DaN
A PENGURANGAN
-  PEMUTARHIRAM = DAUKLRGAN —| PERKER, KEHLIT, F P KORLAK KORLAK
DATA HOMBPUTER DN PERT) ! TATA LUSAHA FPENGURANGAN
=== RAN DAN PIUTANG PAJRK
KORLAK KORLAK KORLAK = AGIAN PENERIMAAN
= MONOGRAF - PELAY AMAN — INTENSIFIKASE DAN
TERPADU ERSTENSIFIKAS]

KELOMPOK PEJABAT
FUNGSIOMAL

1€
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Hasil penelitian yang penulis paparkan merupakan hasil pengumpulan
data yang diperoleh di lapangan atau dilokasi kantor pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Semarang.

Adapun data yang diperoleh yaitu:
. Wilayah Kerja KPPBB Semarang

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran oleh Dirjen Pajak tentang

\( - en gan pemungutan

B Semarang.

o | m *# // BB masing-masing
H UNISS lt' LA masukan pajak dan
1 \ MI@PE,WLA //

..._..--....r L T e e T et T ajak

Saat belum ada pembagian wilayah kerja ini, KPPBB Semarang
mengalami  kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya vang disebabkan
banyaknya wajib pajak sehingga dalam pendataannya mengalami
kesulitan.

Dengan adanya pemisahan wilayah kerja menjadi 3 wilayah, maka

masing-masing KPPBB setempat yang harus bertanggung jawab



memantau dan melakukan pelaksanaan penagihan pajak terhadap wajib
pajak / penanggung pajak yang ada diwilayahnya.
. Tunggakan PBB selama 3 tahun terakhir

Meskipun adanya pembagian wilayah kerja KPPBB yang bisa lebih
terpantau dalam pelaksanaan pajak, ternyata tidak menutup kemungk_i_ngn

masih adanya wajib pajak / penanggung pajak yang melakukan

gkatan tunggakan

trdapat tunggakan dari

d

wajib pajak karena mereka pada imumnya merupakan wajib pajak kecil
yang dapat melunasi pajaknya hanya dengan sekali pembayaran, meskipun
terkadang masih ada dari mereka yang kurang sadar arti dari pemungutan
pajak tersebut lagipula sejak adanya otonomi daerah, daerah pedesaan
sudah tidak ada lagi melainkan sudah menjadi kelurahan. Pada umumnya
mereka membayar pajak dikarenakan takut pada petugas pemungut dan

denda yang akan diberikan jika terlambat membayar.
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Sedangkan disektor perkotaan, tunggakan terhadap obyek pajak
sangat besar, bahkan dari tunggakan itu hanya beberapa persen yang dapat
direalisasikan.

Hal ini disebabkan karena petugas lapangan sulit untuk menemui
wajib pajak / penanggung pajak yang bersangkutan.

Kesulitan itu yang akhirnya menghambat pelaksanaan penagihan

pajak dan karena itu pula tim u piutang pajak / pajak yang terutang.

e

1 pajak sampai

, ‘ ,. secara nasional
-Ir

: ﬂ"m** /
\\ UNISsULA

ahan tunggakan pajak

Dalam rangka mendukung tercapainya rencana penerimaan pajak
nasional, perlu diupayakan pengurangan / pencairan tunggakan pajak
secara optimal melalui peningkatan kegiatan operasional penagihan tahun
2002 dengan melaksanakan intensifikasi kegiatan penagihan pajak secara
terpadu, profesional, tepat waktu, akurat dan berhasil guna serta sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku,
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Penerimaan PBB yang dapat direalisasikan

Disamping kendala tunggakan yang menyebabkan terhambatnyva
penerimaan  pajak bagi kantor pelayanan PBB Semarang, masalah
penerimaan pajak yang tidak dapat direalisasikan dari tahun ke tahun juga

merupakan penghambat masuknya penerimaan pajak di kantor pelayanan

PEB.

Data yang diperolehdari kantor pelayanan PBB mengenai
penerimaan PBB ya selama 3 th terakhir ;
Tabel 2 : Realisasy 1 ir

¢ ibuan Rupiah)

T lisasi
I | -
\ - : 644,220
=5 Mgy " - 128.411
=== ' 315.786
: [ 2.539.290
_' 24.6906.8 20.627.707
2000/ -

Peth ‘ . 19.384.067

Per - 106.862

Per IO 8ol 4 0 -

Perta] 20 3.485.608

APBN———— 65505 SO1720] 22.976.538

2001 |Pedesaan - s -

Perkotaan 37.713.531] 41.523.889 31687313

Perkebunan 28.476 65.114 18.509

Perhutanan 408.374 396.322 638.713!

Pertambangan 168.587 3.396.467 4.734.134]

APBN 38.318.968] 45.981.792[ 37.078.874]

Sumber : KPPBB Semarang
Apa yang ada pada tabel 2 di atas menunjukan bahwa jumlah utang
pajak yang ditetapkan lebih besar dari rencana penerimaan. Dari sisi

tertentu hal ini dapat dipandang meringankan aparatur pajak dalam



memasukkan uang pajak. Karena targetnya lebih rendah daripada jumlah
vang ditetapkan.

Sedangkan dari sisi lain kiranya kurang sejalan dengan harapan
untuk menjadikan pajak sebagai penopang keuangan negara yang utama.

Bahkan apabila diingat-ingat upaya untuk meningkatkan penerimaan dari

sektor pajak ini terus dicanangkan,

QWL
7 RN

L] ]

R

"
yang lcla\\ u IN”E 5 s p L ‘rA] lentang penagihan pajak
\mﬂ-l-e.g &0 leluinaia /

i
TR
L]

dengan Surdt-Paksa, Sang a4  Kantor Pelayanan PBB

W/ no. 19 tahun 1997

SATEh nh e oy e

apabila terjadi hutang pajak yang belum juga dilunasi setelah penerbitan
surat teguran hingga jangka waktu yang telah lewat.

Di Kota Semarang, tepatnya 3 (tiga) tahun terakhir ini hanya ada 2
(dua) buah Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB
Semarang, yaitu pada tanggal 2 Desember 2000, Sedangkan tahun 2000

dan 2002 hanya sampai surat teguran vang diterbitkan, karena belum
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sempat Surat Paksa dikeluarkan/diterbitkan para wajib pajak / penanggung
pajak sudah melunasi pajak terutangnya.,
Pada tahun 2003 ini Kkantor pelayanan PBB merencanakan untuk
mengeluarkan kembali Surat Paksa.

Penerbitan Surat Paksa biasanya di terbitkan bagi wajib pajak non

kooperatif, yaitu wajib pajak vang sulit diajak kerjasama.

Ada 2 (dua ) golongan wajib pajak / penanggung pajak:

2

wajib pajak kooperatif.
3. Peraturan-peraturan yang melandasi penerbitan SP
Dalam melaksanakan penerbitan Surat Paksa bagi wajib pajak yang

terutang perlu dilandasi dengan peraturan-peraturan, antara lain:



38

i

+ Undang-undang no. 19 tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang
penagihan pajak dengan Surat Paksa yang menggantikan UU no. 19
tahun 1977,

2. Surat edaran Direktur Jenderal PBR NO.SE-04/PJ.06/2002 tanggal 28

Januari 2002 tentang kebijakan penagihan PBB dan BPHTB,

1ad

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NO.SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22

April 2002 tentang kebijakn penagihan pajak.

i
: il
B. l’mscsatau"\ll ‘*“ﬁ .
UNISSULA
P G S
=N

kewajiban pajakRSdiakapeier)| al-haakeangsing menjatuhkan sanksi

Jika denunggakan terhadap

terhadap wajib pajak vang bersangkutan, tetapi melalui beberapa proses
penagihan terlebih dahulu.
Adapun proses / tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:
a.  Surat Tagihan Pajak (STP)
Pajak yang terutang dalam SPPT/SKP vang tidak/kurang dibayar

setelah lewat jatuh tempo pembayaran akan ditagih dengan Surat Tagihan
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Pajak (STP) termasuk semua denda administrasinya. Jumlah tagihan
dalam STP harus dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak STP diterima
oleh wajib pajak (WP)

Dalam formulir Surat Tagihan Pajak (STP) terlampir

1) Nama dan alamat WP

2) NPWP

- Letak objek pajak

7 tercantum dalam

ibayar, maka akan

- Nama wajib pajak

- Alamat dan pekerjaan wajib pajak
- Jenis pajak

- Tahun pajak

- Nomor dan tanggal STP

- Tanggal jatuh tempo pembayaran

- Dan jumlah tuggakan pajak
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Surat Paksa

Dalam hal wajib pajak tidak melunasi utang pajak beserta denda
dalam waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran, Surat Paksa
harus segera diterbitkan setelah 21 hari sejak tanggal surat teguran
dengan dibebani biaya pelaksanaan penagihan paksa sebesar

Rp 25.000,00

Surat Paksa diserahkan pada jurusita pajak yang akan
melaksanakan tugas penagihdnidsagan Surat Paksa.

Jurusita pajak yang inenerima surat pajak-harus:

- Mencata SPidalam Buku'produksi liarian Jurusita pajak dan buku
register tindalan penagihan.

-\ Menyauipaikan Surat Paksa (salinan) terschut dengan pernyataan
setta penyerahan Kepada wajib pajak | penangzung pajak.

- Mcmbuar-Iaporan pelaisanaan Suret Paksa dan membuat Berita
Acara Pemberitahuan Surat Paksa,

Sural Pakseterhadap orang pribadi diberitabukan pada:

L. Penanggung pajakdi texipantinggal, témpat usaha / di tempat lain
yang memungkinkan.

2. Jika WP tidak dapat dijumpai, dapat diserahkan pada orang dewasa
yang bertempat tinggal bersama / yang bekerja di tempat usaha
penanggung pajak.

3. Salah seorang ahli waris / pelaksana wasiat / yang mengurus harta
peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta

warisan belum dibagi, atau
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4. Para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta

warisan telah dibagi

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan kepada :
. Pengurus, pemegang saham, dam pemilik modal baik di tempat

kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka

maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau

p : rpajakan Surat Paksa

dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

5. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud di atas
tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui
pemerintah daerah setempat.

Dalam formulir Surat Paksa terlampir:

- Nama dan alamat WP / penanggung pajak
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- NPWP

- Jenis Pajak

- Tahun pajak

- Jumlah wnggakan pajak

- Nomer dan tanggal STP

Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat

YA

a! pemberitahuan dengan
*?-l'} dtia WP,

an utang pajak

)/

;. dilaksanakan

fberada di tempat

ZBung pajak, atau di

biaya-biaya penagihannya, maka dilanjutkan pada barang-barang tidak
bergerak.
- Barang bergerak yang termasuk
Mobil, perhiasan, uang tunai, tabungan, saham, surat berharga
lainnya, dll.
Barang vang tidak bergerak termasuk

Tanah, bangunan, dan kapal
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Dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang WP, ternyata ada
barang-barang WP yang merupakan barang vang tidak boleh disita.
Barang-barang tersebut antara lajn:

1. Tempat tidur serta perlengkapannya dari WP dan anak-anaknya

2. Pakaian penanggung pajak dan anak-anaknya.

3. Perlengkapan penanggung pajak yvang bersifat dinas pada angkatan

perang menurut dinas dan pangkamya

: / 1k menjalankan
/

setelah diadakan
llang pajaknya yang

W' pelaksanaan sita. Jika

terjadi demikian, maka harus dilakukan pencabutan atas sita. Namun
Jika tidak maka dilanjutkan lelang.

e. Pelelangan
Jika telah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan surat
perintah melakukan penyitaan, WP/penanggung pajak belum juga

melunasi utang pajaknya maka kepala kantor pelayanan PBB
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- Penolakan oleh WP / penanggung pajak untuk menerima Surat Paksa
dengan berbagai alasan, apabila penolakan itu disebabkan karena
kesalahan Surat Paksa itu sendiri maka jurusita pajak tidak berwenang
untuk membetulkan, tetapi harus dikembalikan kepada kepala seksi
penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa
yvang baru
Namun bila jurusita pajak setelah memberkan keterangan seperlunya
penanggung pajak / wakilnya tetap menolak, maka salinan SP tersebut
dapat ditinggalkan begitu saja di tempat kediaman / kedudukan
penanggung pajak / wakilnya., Dengan demikian SP. dianggap telah
diberitahukan / disampaikan
- Selain hambatan di atas. hambatan lain yang dihadapi jurusita pajak

adalah berkaitan dengan objek pajak yang berupa tanah kosong

Objek pajak yang berupa tanah kosong biasanya WP sulat ditemi oleh
petugas lapangan, karena terkadang WP yang bersangkutan tidak
bertempat, tinggal i dekat objek pajaknya, bahkan terkadang juga
pemilik dari obvek pajak tersebut tidak diketahui.

Bagi subyek dan obyek pajak yang diketahui keberadaannya tetapi
masih mempunyai hutang pajak maka SP. akan diterbitkan terhadap
wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan obyek dan subyek pajak

yang tidak terdaftar, tidak akan bisa dikenai pemungutan pajak. "’

" Wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan PBB Semaran 2, Maryanto,
9 November 2002
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Mamun dalam kenyataannya di dalam pemungutan pajak itu terkadang
ditemui WP / penanggung pajak vang sulit untuk memenuhi kewajibannya.
Sehingga hal itu juga berarti terhambatnya pembangunan.

Dengan diterbitkannya Surat Paksa dalam penagihan pajak bumi dan
bangunan yang memaksa WP untuk membayar paja!::nya diharapkan tidak
akan menghambat pembangunan. Secara tidak langsung SP mempunyai

manfaat sebagai alat untuk kelancagan pendapatan daerah juga menanamkan

M Emﬁ u LA ta Semarang tidak
- I ,I " : w lla] es
berjalan dengan p sl pe "¥Ié*91-31“3!"*?-"5” ey at, bahkan terkesan

terhenti. Seperti pembangunan jalan, fempat hiburan. dan tempat-tempat

umum lainnya.

. Hambatan dalam pelaksanaan Surat Paksa
Dalam pelaksanaan Surat Paksa ini petugas lapangan mengalami
hambatan, sama halnya saat penagihan PBB. Hambatan yang dihadapi saat

penagihan PBB menggunakan Surat Paksa adalah
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- Penolakan oleh WP / penanggung pajak untuk menerima Surat Paksa
dengan berbagai alasan, apabila penolakan itu disebabkan karena
kesalahan Surat Paksa itu sendiri maka jurusita pajak tidak berwenang
untuk membetulkan, tetapi harus dikembalikan kepada kepala seksi
penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa
yang baru

Namun bila jurusita pajak sefelah memberkan keterangan seperlunya

R —
UN95UlA /i ersangkutan tida

e ® 1]
ﬂ"’”‘by!i'?t‘fgl‘*ﬂmkh ahkan terkadang juga

Bagi subyek dan obyek pajak yang diketahui keberadaannya tetapi
masih mempunyai hutang pajak maka SP akan diterbitkan terhadap
wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan obyeck dan subyek pajak

yang tidak terdaftar, tidak akan bisa dikenai pemungutan pajak.

" Wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan PRB Semarang, Marvanto,
Y November 2002
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Dari uraian di atas bahwa setiap hambatan yang dihadapi selalu
dicari pemecahan masalah agar hambatan tersebut tidak menjadikan
pendapatan daerah dari sektor PBB menjadi merosot. Adapun untuk
subyek dan obyek pajak yang terdafiar pada KPPBB setempat petugas
dapat melaksanakan SP dengan cara meninggalkan surat paksa pada
KPPBB sctempat atau Kantor Kelurahan dengan menempelkannya di

a pada kantor tersebut.

tempat yang dapat terlihat/terbag

UNISSULA
e/l 50l ol




BAB IV
PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan mengenai masalah-
masalah yang telah dibahas dalam bab-bab terdahuly. Disamping itu pula penulis
memberanikan  diri, dengan keterbatasan  yang  ada pada penulis untuk

menyampaikan beberapa saran mengenai pokok materi yang dibahas dalam

W
UNISSULA
ellulfi Rl loluzndla

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan mengenai “Peranan
Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak
pada Kantor PBB Kota Semarang™ dan sctelah diadakan perbandingan antara
teori yang menjadi landasan pemikiran tersebut di atas, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan sebagaj berikur:

48
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3. Perlu diadakan pemungutan yang intensif oleh aparat / petugas pemungut
PBB sehingga hasil yang dicapai dapat melampaui target yang diharapkan
dengan tetap berpegang pada kejujuran dan keadilan, serta menumbuhkan
rasa percaya pada masyarakat terhadap kegunaan dari pemungutan PBB
tersebut.

Dari kesimpulan dan saran tersebut, dapat memberikan masukan bagi

pemerintah daerah Kota Semarang dalam hal PBB. Untuk dapat meningkatkan
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di tempat kediaman WP / penanggun pajak dan SP dianggap telah
disampaikan.

Sedangkan hambatan yang datang dari WP itu sendiri adalah sulitnya
petugas lapangan menemui WP karena obyek pajak berupa tanah kosong
sehingga tidak diketahui keberadaan WP yang bersangkutan. Hambatan

tersebut yang menyebabkan timbulnya pajak terutang, hanya berharap

u “ l h{_‘.ﬁ “ i ‘-'t f/ sebaiknya 1 (satu)
bulan, buka 'ﬁ:ﬂLh&r | éﬁ:b“ techithan Karena belum tentu WP
yang bersan KT TSI UP AR o AT Y AR MamD 4 mungkin saja WP yang
bersangkutan merupakan orang yang kurang mampu sehingga ia butuh
waktu lebih lama untuk melunasi hutangnya.

Diadakan penyuluhan vang lebih intensif dari perangkat / aparat
pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat

di kota Semarang, namun penyuluhan hendaknya tidak hanya menekankan

kepada kewajiban WP saja tetapi juga hak dari WP,
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3. Perlu diadakan pemungutan yang intensif oleh aparat / petugas pemungut
PBB sehingga hasil yang dicapai dapat melampaui target vang diharapkan
dengan tetap berpegang pada kejujuran dan keadilan, serta menumbuhkan
rasa percaya pada masyarakat terhadap kegunaan dari pemungutan PBB
tersebut.

Dari kesimpulan dan saran tersebut, dapat memberikan masukan bagi

pemerintah daerah Kota Semarang dalam hal PBB. Untuk dapat meningkatkan

sumber dana pendapatan dacie g akan digunakan untuk pembangunan

UNISSULA
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